bulan. Hal ini berdampak pada kuantitas daging sapi yang diterima
Perum Bulog. Perum Bulog dalam hal ini melaksanakan aktivitas
pemasokan daging sapi juga berimplikasi pada progresivitas importir
yang tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan impor,
padahal Perum Bulog membeli daging sapi dengan harga yang mahal
akibat dari pelaksanaan pembelian melalui trader dan bukan kepada

industri pengolahan daging sapi.

BAB Il
KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari laporan riset ini, penulis telah menarik kesimpulan:

a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Harga Acuan
Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat
Konsumen belum efektif untuk menetapkan harga daging sapi di pasar
domestik. Permasalahan penetapan harga daging sapi di pasar domestik ini
disebabkan dari ketiadaan referensi pembelian daging sapi bagi peternak
sebagai pemasok daging sapi. Akibatnya harga acuan penjualan daging sapi di
pasar domestik yang telah ditetapkan sebesar Rp.80.000,- tidak dapat
terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 yang
mengatur tentang Perum Bulog untuk menjalankan pembelian dan penjualan
terhadap ketetapan harga acuan, maka seharusnya yang lebih ditingkatkan
adalah peran Perum Bulog dalam menjalankan aktivitas perdagangan di
tingkat konsumen dan peternak. Namun, hal ini masih belum bisa
dilaksanakan karena Perum Bulog merupakan Badan Usaha Milik Negara
yang menjalankan berbagai wewenang berkaitan dengan pengawasan dan
penjagaan komoditas strategis lainnya. Sehingga, tidak ada lembaga dari
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pemerintah yang melaksanakan konsentrasi tugas terhadap harga dalam
pelaksanaan perdagangan daging sapi di dalam pasar domestik.

. Pelaksanaan impor daging sapi yang dimaksudkan untuk menambah stok
penyediaan daging sapi juga masih menjadi salah satu bagian penting dalam
perencanaan penetapan harga daging sapi, dalam hal ini pelaksanaan impor
daging sapi masih belum dapat menyelesaikan permasalahan harga. Ketetapan
harga antara stok daging sapi impor yang berbeda dengan daging sapi lokal
membuat permasalahan harga daging sapi menjadi tidak sebanding dengan
penerapan harga acuan penjualan bagi konsumen. Sehingga, referensi harga
daging sapi yang berada di pasar domestik menjadi tidak efektif. Berbagai
pembatasan impor yang berupa tata cara pelaksanaan prosedural berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 sebagaimana diubah
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2019 masih
memberatkan para importir, sehingga hanya beberapa importir saja yang dapat

melaksanakan impor daging sapi.

. Saran

Berdasarkan penulisan riset ini, penulis memberi saran bahwa:

1) Kementerian Perdagangan seharusnya memperkuat delegasi terhadap
Perum Bulog sebagai Lembaga Negara yang menyediakan komoditas
daging sapi, sehingga Perum Bulog yang diberi tugas untuk
menyelesaikan permasalahan sistem harga daging sapi seharusnya
membuat Satuan Tugas Khusus untuk berbagai komoditas strategis agar
berfokus untuk melakukan kerjasama antara para pihak swasta maupun
instansi pemerintah terkait untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan
dengan penetapan harga yang wajar dan sesuai dengan harapan. Sehingga,
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 dapat dimaksudkan
untuk mengatur berbagai hal yang berorientasi pada sistem pasar, dan

penetapan pemberian tugas kepada Perum Bulog selaku BUMN yang
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2)

telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM)
Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional memberikan
pertimbangan kepada kerjasama terhadap para pelaku usaha dan Badan
Usaha Milik Negara untuk melakukan kegiatan distribusi daging sapi
dengan mementingkan hasil produksi daging sapi lokal dan membuat
sistem penetapan harga daging sapi yang dapat dilaksanakan oleh seluruh
pedagang daging sapi di seluruh pasar domestik di Indonesia

Dalam melaksanakan kegiatan impor di Indonesia, Kementerian
Perdagangan seharusnya melakukan kerjasama secara eksklusif dengan
berbagai negara lainnya, bukan hanya bergantung kepada satu negara
yaitu Australia. Karena, kenyataan yang terjadi adalah menipisnya stok
daging sapi hidup di Australia yang menyebabkan pembatasan terhadap
pelaksanaan pemasokan daging sapi ke Indonesia, sehingga Pemerintah
harus dapat melakukan kerjasama dengan negara lainnya dengan berbagai
ketentuan prosedural yang tidak memberatkan para importir yang
memenuhi syarat pelaksanaan impor. Serta, Kementerian Perdagangan
seharusnya lebih memberikan kesempatan terhadap importir swasta untuk
melaksanakan kerjasama untuk melakukan impor daging sapi antara
BUMN (Perum Bulog) dan Importir Swasta demi meningkatkan kualitas

pangan daging sapi di Indonesia.
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